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Abstract

Penerapan hukum keluarga dalam masyarakat Muslim di Eropa menghadapi sejumlah
tantangan yang kompleks, baik dari segi budaya, hukum, maupun sosial. Hukum keluarga
Islam, yang meliputi aturan tentang pernikahan, perceraian, warisan, dan hak asuh anak,
sering kali bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di negara-negara Eropa yang
umumnya berbasis pada hukum sekuler atau tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk
mengeksplorasi tantangan-tantangan utama dalam penerapan hukum keluarga Islam di
Eropa, serta bagaimana masyarakat Muslim beradaptasi dengan perbedaan tersebut.
Metode yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara dengan individu-individu yang
berpengalaman dalam bidang hukum keluarga Islam di Eropa. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perbedaan prinsip hukum, ketidaksesuaian antara hukum nasional dan hukum
syariah, serta ketegangan sosial dan politik terkait isu keadilan gender menjadi tantangan
signifikan. Namun, masyarakat Muslim di Eropa juga menunjukkan berbagai cara adaptasi,
seperti melalui penguatan institusi keluarga dalam konteks kebijakan negara, serta
peningkatan pemahaman tentang hak-hak individu dalam kerangka hukum yang ada.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika
hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat Muslim yang tinggal di Eropa dan
kontribusinya terhadap pemahaman multikulturalisme di dunia Barat.
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. PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat Muslim di Eropa memiliki akar sejarah yang mendalam dan
kompleks, dimulai dari ekspansi Moor ke Semenanjung lIberia pada abad ke-8 serta
penyebaran ke berbagai bagian Eropa melalui perdagangan, perang, dan migrasi lebih
lanjut di abad-abad berikutnya. Eksistensi tersebut semakin meningkat di Abad ke-20,
khususnya akibat gelombang migrasi besar-besaran dari bekas koloni ke kota-kota
metropolitan di Eropa Barat dalam rangka pencarian pekerjaan dan peluang ekonomi yang
lebih baik. Saat ini, masyarakat Muslim di Eropa tidak hanya berperan dalam mempengaruhi
demografi benua tersebut, tetapi juga dalam membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan
politiknya. Integrasi dan tantangan eksistensi mereka terus menjadi topik perdebatan publik
dan kebijakan, serta menyoroti pentingnya dialog dan adaptasi di antara berbagai komunitas
untuk mencapai koeksistensi yang harmonis (Macey & Clarke, 2024, him. 1-8).

Hukum keluarga Islam yang dikenal sebagai al-ahwal asy-syakhsiyyah mencakup
peraturan yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan yang
bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Di Eropa, relevansi hukum tersebut terlihat dalam
kehidupan sehari-hari banyak komunitas Muslim yang berusaha untuk menyelaraskan
praktik agama mereka dengan hukum nasional yang berlaku. Meskipun berbagai negara
Eropa menyediakan kebebasan beragama, seringkali terdapat tantangan hukum dan sosial
dalam penerapan hukum keluarga Islam, khususnya ketika menghadapi sistem hukum
sekuler yang memiliki ketentuan yang kontradiktif dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut
memunculkan diskusi penting tentang integrasi hukum agama dengan hukum negara, serta
perdebatan yang tidak hanya mempengaruhi masyarakat Muslim, tetapi juga menimbulkan
pertanyaan lebih luas tentang pluralisme hukum dan hak-hak minoritas di Eropa.
Selanjutnya, dialog dan negosiasi antara norma hukum Islam dan hukum sekuler di Eropa
juga dipengaruhi oleh intervensi lembaga-lembaga sosial dan kelompok hak asasi manusia,
yang seringkali menekankan pentingnya reformasi dalam praktik-praktik hukum keluarga
Islam untuk memastikan perlindungan hak hak individu, khususnya wanita dan anak-anak.
Isu-isu seperti poligami, perceraian unilateral oleh suami (talak), serta distribusi warisan
yang dianggap tidak setara antara pria dan wanita mendapatkan perhatian khusus dalam
konteks tersebut. Upaya untuk memodernisasi interpretasi hukum keluarga Islam dengan
mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan sedang dilakukan, meskipun
dihadapkan pada resistensi dari kalangan konservatif dalam komunitas Muslim. Upaya-
upaya tersebut bukan hanya relevan dalam konteks integrasi sosial, tetapi juga penting
untuk memastikan bahwa praktik keagamaan selaras dengan norma norma hukum
dansosial yang berlaku di Eropa (Neo, 2019).

. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum
normatif (kepustakaan). Metode penelitian pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan
bersumber pada bahan-bahan pustaka. Studi ini akan menganalisa obyek penelitian dengan
menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian
bahan-bahan pustaka (Mamudiji, 2005, him.28).

lll. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum keluarga dalam Islam yang sering disebut sebagai al-ahwal asy syakhsiyyah
merupakan suatu komponen penting dari syariat Islam yang mengatur aspek-aspek
kehidupan pribadi dan sosial umat Islam. Aspek-aspek tersebut meliputi pernikahan,
perceraian (talak), dan warisan (mirats). Hukum tersebut didasarkan pada ketentuan al-
Quran dan as-Sunnah, serta interpretasi ulama melalui ijtihad, yang memungkinkan
penyesuaian dengan kondisi dan konteks sosial yang berbeda. Nikah dalam Islam bukan
hanya sekedar kontrak antara dua individu, tetapi dianggap sebagai perjanjian suci.
Kesepakatan dalam akad nikah menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, seperti
mahar (mas kawin) yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai bagian dari hak-
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haknya. Tujuan dari nikah adalah untuk mengesahkan hubungan antara pria dan wanita,
menjamin keturunan yang sah, serta meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan
psikologis. Pernikahan dianggap sebagai sarana untuk menjaga kesucian dan menghindari
fithnah, sebagaimana ditekankan dalam al-Quran dan hadits (Fithriani & Rahim, 2024,
him.437-449) Perceraian dalam Islam meskipun dianggap sebagai hal yang dibenci
(makruh) apabila tidak terdapat alasan yang kuat, namun diizinkan sebagai solusi terakhir.
Islam mengajarkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang
dan diupayakan setelah seluruh upaya rekonsiliasi. Talak atau perceraian yang diinisiasi
oleh suami dapat dilakukan dengan menyatakan talak secara berurutan dalam tiga
kesempatan yang berbeda untuk memberikan waktu untuk rekonsiliasi antar periode. Di sisi
lain, wanita dapat meminta khulu' (pembebasan dari perkawinan) apabila dia merasa tidak
dapat melanjutkan kehidupan pernikahan dengan kondisi tertentu yang telah disepakati
(Taqiuddin, 2021). Hukum waris dalam Islam ditetapkan dengan sangat spesifik dan
dianggap sebagai salah satu aspek yang paling adil dalam pembagian harta. Sistem warisan
diatur dengan rinci dalam al-Quran yang menetapkan proporsi bagi anggota keluarga laki-
laki dan perempuan dengan prinsip umum bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari
bagian perempuan dalam hubungan yang sama, seperti anak dan saudara. Hal tersebut
didasarkan pada tanggung jawab finansial yang lebih besar yang secara tradisional
dipegang oleh pria dalam masyarakat. Sistem tersebut dimaksudkan untuk melindungi
kepentingan seluruh pihak, termasuk perempuan dan anak-anak, serta untuk mencegah
konflik atas harta setelah kematian seseorang (Taqiyuddin & Luthfi, 2023, him.157-171).
Dengan demikian, hukum keluarga Islam meliputi berbagai aspek yang sangat diatur untuk
mengatur hubungan interpersonal antara individu dalam masyarakat, dengan tujuan untuk
membentuk komunitas yang harmonis dan menjaga kestabilan sosial. Interpretasi serta
aplikasi dari hukum tersebut dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan geografis
untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda dan kondisi masyarakat Muslim di seluruh
dunia.

Hukum keluarga Islam memainkan peran penting dalam menjaga struktur sosial
masyarakat Muslim dengan memberikan kerangka kerja yang mengatur hubungan pribadi,
mendukung stabilitas keluarga, dan mempertahankan keadilan sosial sesuai dengan ajaran
Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan antara suami dan istri serta antara
orang tua dan anak, tetapi juga meluas kepada interaksi sosial yang lebih luas, serta
mencakup hak-hak waris dan tanggung jawab keuangan dalam keluarga. Pernikahan dalam
Islam dianggap sebagai fondasi masyarakat yang sehat. Dengan adanya pernikahan, Islam
bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembangnya cinta,
empati, dan tanggung jawab bersama. Pernikahan bukan hanya mengesahkan hubungan
seksual dan reproduksi, tetapi juga memperkuat tali kekeluargaan yang mendukung struktur
sosial yang lebih luas (Chambers & Gracia, 2021). Hukum pernikahan menekankan
pentingnya mahar (mas kawin) yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri, yang bukan
hanya simbol komitmen, tetapi juga sebagai bentukpengamanan ekonomi bagi istri.

Perceraian meskipun dianggap sebagai opsi terakhir, namun diatur dengan cara
yang menjaga martabat dan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat. Islam menganjurkan
bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang adil dan manusiawi dengan
memberikan kesempatan untuk mediasi dan rekonsiliasi sebelum memutuskan untuk
berpisah. Proses tersebut memastikan bahwa keputusan perceraian tidak diambil secara
tergesa-gesa dan mengakui dampak sosial yang ditimbulkannya, khususnya terhadap anak-
anak (Arendell, 2023).

Dalam hal warisan, hukum Islam menyediakan sistem pembagian harta yang detail,
yang bertujuan untuk mencegah perselisihan keluarga setelah kematian seseorang. Sistem
tersebut menetapkan bagian yang jelas untuk anggota keluarga laki-laki dan perempuan,
yang tercermin dalam al-Quran. Hal tersebut tidak hanya mengakui peran dan tanggung
jawab sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjamin keadilan
ekonomi untuk anggota keluarga yang lebih rentan, seperti janda atau anak-anak yang
belum dewasa (Abdullah et al., 2014, him. 29-52).

Olprianti, et.al. Tantangan dan Adaptasi, hal 381-385 383




Masyarakat Muslim di Eropa merupakan kelompok etnoreligius yang sangat
beragam, serta terdiri dari berbagai aliran kepercayaan, tradisi budaya, dan latar belakang
etnis. Perkembangan kehadiran Muslim di Eropa dapat ditelusuri kembali ke masa awal
dengan ekspansi Moor ke Semenanjung lberia dan lebih lanjut melalui migrasi besar-
besaran pada abad ke-20 sebagai dampak dari dekolonisasi dan pencarian lapangan kerja.
Populasi Muslim di Eropa diperkirakan terus bertambah, baik melalui migrasi maupun
karena tingkat kelahiran yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk non-Muslim
di banyak negara Eropa (Khadduri, 2017, him. 3-8).

Di berbagai negara Eropa, seperti Perancis, Jerman, dan Inggris, masyarakat Muslim
tidak hanya menjadi bagian dari lanskap sosial, tetapi juga berkontribusi dalam bidang
ekonomi, politik, dan budaya. Sebagai contoh, Muslim di Perancis telah terlibat secara aktif
dalam industri fashion dan kuliner, sementara di Inggris, pengaruh mereka terasa dalam
politik lokal dan nasional. Namun, masyarakat Muslim di Eropa seringkali menghadapi
tantangan integrasi dan identitas, serta dihadapkan pada stereotip dan prasangka yang
kadang-kadang diperparah oleh media dan politik populis (Betz, 2021). Selain itu,
masyarakat Muslim di Eropa sering berada di persimpangan antara mempertahakan
identitas agama dan kebudayaan dengan asimilasi ke dalam masyarakat yang lebih luas.
Hal tersebut menciptakan dinamika kompleks terkait praktik keagamaan, pendidikan anak,
dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Di berbagai wilayah, terdapat usaha
dari komunitas Muslim untuk mendirikan sekolah Islam, pusat komunitas, dan masjid yang
tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan komunal yang
memperkuat jaringan sosial dan mendukung anggota komunitas yang membutuhkan.

Tantangan penerapan hukum keluarga Islam di Eropa merupakan isu yang
kompleks, yang menggambarkan pertemuan antara norma hukum tradisional Islam dengan
sistem hukum sekuler modern di benua tersebut. Salah satu tantangan utama adalah
bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi
banyak negara Eropa dengan kebutuhan untuk mematuhi hukum nasional yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut sering kali terjadi dalam kasus-
kasus yang menyangkut hak-hak perempuan dan anak dalam konteks pernikahan,
perceraian, serta warisan.

Sebagai contoh, dalam konteks pernikahan, hukum Islam memungkinkan poligami di
bawah kondisi tertentu, namun praktik tersebut dilarang di hampir seluruh negara Eropa. Hal
terebut menimbulkan dilema hukum bagi Muslim yang ingin mengikuti syariat Islam tetapi
juga harus mematuhi hukum negara tempat mereka tinggal. Selain itu, sistem mahar (mas
kawin) yang merupakan bagian dari kontrak pernikahan dalam Islam seringkali tidak dikenali
oleh sistem hukum Eropa yang tidak menganggapnya sebagai elemen wajib dari pernikahan
sah di bawah hukum sipil (Khadduri, 2017).

Perceraian juga menimbulkan tantangan serupa. Dalam Islam, suami dapat
menginisiasi perceraian dengan tiga kali ucapan talak, suatu praktik yang tidak memiliki
kesetaraan secara langsung dalam hukum keluarga di kebanyakan negara Eropa. Di sisi
lain, perempuan yang ingin bercerai harus melalui proses yang lebih rumit untuk
mendapatkan persetujuan dari suami atau pengadilan syariah yang dapat berkonflik dengan
prinsip-prinsip hukum Eropa yang menjamin kesetaraan gender dan hak individu untuk
memutuskan pernikahan. Warisan merupakan masalah lain di mana hukum Islam secara
khusus menetapkan bagian waris untuk anggota keluarga yang berbeda, termasuk
ketentuan yang lebih kecil untuk perempuan dibandingkan laki-laki. Praktik tersebut
bertentangan dengan hukum waris di banyak negara Eropa yang mengadvokasi pembagian
yang lebih egaliter dan tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin. Konflik tersebut tidak
hanya menyangkut aspek legal, tetapi juga persoalan etis dan sosial yang lebih besar
tentang bagaimana prinsip keadilan diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam konteks
multikultural. Dengan demikian, tantangan hukum keluarga Islam di Eropa menggarisbawahi
pentingnya dialog antarkultural dan antaragama, serta pentingnya adaptasi kebijakan yang
memperhitungkan keberagaman agama dan etnis. Proses tersebut tidak hanya penting
untuk integrasi sosial, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak asasi manusia serta
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kebebasan individu dapat dijaga dalam kerangka kerja hukum yang adil dan inklusif (Decimo
& Sessa, 2020, him. 105-112).

IV. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, interaksi antara hukum keluarga Islam dan sistem hukum
Eropa merupakan pembahasan yang penuh tantangan, namun juga menjadi suatu peluang.
Tantangan tersebut tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga kultural, serta membutuhkan
pemahaman mendalam dan kepekaan terhadap keragaman nilai dan norma yang
membentuk masyarakat Eropa yang modern. Solusi atas tantangan tersebut membutuhkan
pendekatan yang inklusif, dialog yang konstruktif, serta kesiapan untuk menegosiasikan
praktik yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang universal. Upaya-upaya
tersebut akan memperkuat fondasi integrasi sosial, sehingga memungkinkan masyarakat
Muslim untuk berkontribusi secara penuh dalam masyarakat yang lebih luas tanpa harus
mengorbankan identitas agama dan budaya mereka. Di sisi lain, Eropa memiliki kesempatan
untuk menunjukkan kemampuannya dalam menghormati dan mengakomodasi
keberagaman yang ada, yang pada gilirannya akan memperkaya keberagaman sosial di
benua tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi pemangku kepentingan di seluruh tingkatan
untuk terus mencari keseimbangan yang tepat antara kepatuhan terhadap norma hukum
nasional dengan penghormatan terhadap hak beragama demi masa depan yang harmonis
dan inklusif bagi seluruh warga Eropa.
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